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ABSTRAK 

Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan perkawinan yang tak kunjung 

surut di Indonesia, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor di antaranya faktor 

ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan lain-lain. Undang-undang No 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan membatasi usia kawin yaitu 16 tahun bagi Wanita dan 19 tahun 

bagi pria. Batas usia kawin tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang 

perlindungan anak yaitu batasan umur yang dikategorikan anak sebelum berusia 18 

tahun, sehingga pemerintah melakukan pembaharuan kembali mengenai batas usia 

kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita sebagaimana Undang-undang No 16 tahun 

2019. Pengadilan Agama Sumbawa Besar masuk kedalam peringkat ke-tiga perkara 

dispensasi nikah tertinggi di Nusa Tenggara Barat, setelah PA Praya, dan PA Bima. 

Selain itu Sumbawa Besar sebagai ibu kota kabupaten sumbawa merupakan kabupaten 

dengan wilayah terbesar namun jumlah penduduk yang relatif sedikit, sehingga sangat 

menarik untuk meneliti kasus dispensasi nikah di wilayah dengan tingkat kepadatan 

penduduk yang rendah. Perkawinan usia dini semakin meningkat terutama di PA 

Sumbawa Besar. Sebelum tahun 2019 perkara berkisar dibawah 50 perkara pertahun 

dan setelah berlaku meningkat mencapai empat kali lipat. Oleh karena itu, skripsi ini 

menjawab pertanyaan, Pertama, bagaimana pandangan hakim PA Sumbawa Besar 

mengenai implementasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam 

perkara permohonan dispensasi nikah, kedua, bagaimana analisis normatif dan yuridis 

terhadap pandangan hakim PA Sumbawa Besar mengenai implementasi Undang-

undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi 

nikah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 

(field research) yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan sifat 

penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengumpulan 

dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan normatif. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pola 

deduktif.  

Hasil penelitian ini menjelaskan pandangan Hakim PA Sumbawa Besar bahwa 

implemetasi Undang undang No 16 tahun 2019 tidak bisa hanya diukur dari aspek 

perkara, perlu ada pengkajian dan melibatkan aspek-aspek yang lebih kompleks. 

Respon positif juga dari salah satu hakim bahwa Undang-undang ini baru berjalan tiga 

tahun sehingga masih membutuhkan waktu penyesuaian di masyarakat untuk 

mencapai efektif dalam penerapannya. Berdasarkan analisis normatif pandangan-

pandangan hakim PA Sumbawa Besar terhadap implementasi Undang-undang No 16 

tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara dispensasi nikah adalah sesuai. 

Berdasarkan analisis yuridis empiris, pandangan-pandangan hakim PA Sumbawa 

Besar terhadap implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan 

dalam perkara dispensasi nikah adalah sesuai. 

Kata kunci: Implementasi, Pandangan Hakim, Dispensasi Nikah. 



MOTTO 

یُالسَیْلَفَتعَلَّمْ عَالِمًوْمَرْءُ جَھِلٌلدَُ ھوَُ كَمَنْ عِلْمٍ أخَُو وَلَیْسَ #   

 dan 

tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh . 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain, dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif  Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Bâ’ B Be ب

 Tâ’ T Te ت

 Śâ’ Ś Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ Kh Ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż Żet (dengan titik di atas) ذ

 Râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dn ya ش

 ṣâd Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ De (dengan titik di bawah) ض



 Ţâ’ Ţ Te (dengan titik di bawah) ط

 Żâ’ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ̒ Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge dan ha غ

 Fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nȗn N En ن

 Wâwȗ W We و

 Hâ’ H Ha ه

 Hamzah ̓ Apostrof ء

 Yâ’ Y Ya ي

 

B. Konsonan Rangkap karena syaddah 

دَةٌ  Ditulis Muta’addidah مُتعَدَِّ

ةٌ  Ditulis ‘iddah عِدَّ

C.  

1. Bila dimatikan ditulis h  

 Ditulis ḥikmah حِكْمَةٌ

 Ditulis ‘illah عِلَّةٌ

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 



2. rpisah maka 

ditulis dengan h. 

الأوَْلِیَاءُ  ’Ditulis Karâmah al-auliyâ كَرَامَةُ

3. Bila ṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

الفِطْرِ  Ditulis Zakâh al-fiţri زَكَاةُ

D. Vokal pendek  

---- Fathah Ditulis ditulis A 

---- Kasrah Ditulis ditulis I 

---- Dammah Ditulis ditulis U 

E. Vokal panjang  

1 Fathah + alif 

 إستحسان
Ditulis 

Ditulis 

â 

istiḥsan 

2  

نسىأ  

Ditulis 

Ditulis 

â 

Unsâ 

3  

 

Ditulis 

Ditulis 

î 

Al- ‘Ālwāni 

4 Dlammah + wawu mati 

 

Ditulis 

ditulis 

Ȗ 

‘Ulum 

I. Vokal rangkap  

1  

 غیرھم

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Gairihim  

2 Fathah + wawu mati 

 

Ditulis 

ditulis 

Au 

Qaul 



II. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis  

III. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah  

 Ditulis Al-Qur’ân 

 Ditulis Al-Qiyâs 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya. 

 Ditulis Ar-Risālah ال

 ’Ditulis An-Nisā النساء

IV. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

رأيال  Ditulis Ahl ar-Ra’yi 

 Ditulis Ahl as-Sunnah 

 

F. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa indonesia dan terdapat dalam 

kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 



b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan penyatuan dua jiwa berlawanan jenis 

menjadi satu kesatuan menuju kesempurnaan hidup dan merupakan suatu 

perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.1 

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sebagai upaya dalam mewujudkan 

tujuan tersebut maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-

undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua calon suami dan 

istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan, demi terwujudnya tujuan perkawinan tanpa berakhir pada 

perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan berkualitas2. 

Salah satu permasalahan perkawinan yang tak kunjung surut di 

Indonesia saat ini adalah perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini 

dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor yaitu diantaranya, faktor 

ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor tradisi, dan kemauan 

1 

Notarius, Vol. 12, No. 1 (2019), hlm. 433. 

2 

Lembaga Pelaksana Instrume Samarah, Vol. 2 

No 2 (2018), hlm 471. 

 



sendiri, di sisi lain kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak-

dampak negatif  dari pernikahan dini juga menjadi faktor maraknya kasus 

pernikahan dini, diantaranya3 dari aspek biologis (risiko kehamilan organ 

reproduksi terhadap perempuan), aspek psikologis (Trauma berkepanjangan 

dalam jiwa anak), aspek sosiologis (cara berpikir yang belum matang), dan 

aspek kependudukan (kepadatan penduduk terhadap pasangan usia subur). 

Pemerintah pada akhirnya melakukan standarisasi yang digunakan 

dalam menetapkan batas usia perkawinan4. Menurut Undang-undang No 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1, ukuran kedewasaan 

diimplementasikan dengan batasan umur yang dipenuhi 16 (enam belas) 

tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria, namun, adanya 

batasan umur perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-undang No 

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang 

perlindungan anak menyebutkan bahwa batasan umur yang dikategorikan 

anak sebelum berusia 18 tahun. Pengaturan batas usia perkawinan untuk 

wanita ialah 16 tahun, di sisi lain juga adanya batasan umur ini dinilai 

menjadi faktor banyaknya kasus perceraian pasangan dini di masyarakat. 

3 Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie 

Mahkamah, Vol. 1:1 (2016), hlm. 205–220. 

4 Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia),", Jurnal Pemikiran Dan Penelitian 

Sosial Keagamaan, Vol. 7:2 (2016), hlm. 354–84. 

 



sehingga hal ini telah banyak dipersoalkan sejumlah kalangan ke 

Mahkamah Konstitusi (MK)5.  

Adanya pengaturan mengenai batas usia kawin pada Undang-

undang perkawinan 1974 telah banyak dipermasalahkan, Dewasa ini 

perubahan atas Undang-undang sering kali dilakuakan untuk menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitu halnya dengan 

Undang-undang perkawinan. Secara garis besar tidak banyak perubahan 

dalam undang undang ini, salah satunya terdapat pada pasal 1 ayat (7) yang 

sebelumnya menetapkan bahwa batas usia kawin ialah 16 tahun bagi pria 

dan 19 tahun bagi wanita, diubah menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita 

sebagaimana Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-

Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian jika terjadi 

penyimpangan atas ketentuan batas umur tersebut orang tua dari pihak 

pria/wanita dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup6.  

Salah satu hal yang mendorong adanya perubahan Undang-undang 

Perkawinan karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia 

telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Penelitian UNICEF tahun 

2016 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 7 dari negara 

5 Sahuri Lasmadi dkk, "Kebijakan Perbaikan Norma dalam Menjangkau Batasan Minimal 

Umur Perkawinan, ", Gorontalo Law Review, Vol. 3:1 (2020). 

6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) 

 



di dunia yang memiliki tingkat perkawinan tertinggi dan peringkat ke 2 se-

Asean setelah Kamboja7. Hal ini mengkhawatirkan generasi muda atas hak-

hak dasarnya yang seharusnya diperoleh seperti pendidikan, kesehatan, hak 

sipil, dan hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Perubahan Undang-

undang perkawinan ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan 

angka perkawinan dini, akan tetapi, menyebabkan meningkatkanya 

permohonan dispensasi kawin yang merupakan dampak atau implikasi dari 

perubahan batas usia minimal kawin. Selain itu juga berdampak pada salah 

satu tujuan dari perubahan undang-undang yaitu supaya perempuan kawin 

di usia yang matang bukan usia dini.  

Permohonan dispensasi kawin sebagai penyimpangan terhadap 

ketentuan usia kawin dilakukan dengan alasan yang sangat mendesak dan 

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Apabila melihat alasan-alasan 

diajukannya dispensasi kawin disetiap Pengadilan, pada umumnya relatif 

sama. Adapun alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di antaranya8: 

kedua calon pengantin telah menjalin hubungan asmara dan saling 

mencintai, takut terjerumus hubungan seks bebas, takut melanggar norma 

sosial/adat setempat, telah melakukan hubungan badan sebelum terikat 

7 Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi 

Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 

Islam, Vol. 2:2 (2020), hlm. 133–660  

8 Lisman Lubis, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang 

Perkawinan,", Law Jurnal, Vol. 2.1 (2021), hlm. 1–9. 

 



perkawinan yang sah, calon pengantin perempuan telah hamil di luar nikah 

dan lain-lain. 

Perubahan Undang-undang Perkawinan pada dasarnya baik, akan 

tetapi tidak sejalan dengan praktiknya di lapangan, sehingga lahirnya 

perubahan terhadap undang-undang perkawinan tidak memberikan dampak 

yang banyak untuk menekan perkawinan usia dini di Indonesia9. Begitu 

halnya dengan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan yang dianggap 

belum efektif dan cukup meningkat setelah berlakunya Undang-undang 

Perkawinan terbaru. Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar angka 

pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya cenderung meningkat, pada 

tahun 2018 sebanyak kurang lebih 20 perkara, pada tahun 2019 dan 2020 

meningkat pesat mencapai 100 perkara, dan pada tahun 2021 (sampai bulan 

November) hampir mencapai 200 perkara10. Pengadilan Agama Sumbawa 

Besar masuk kedalam peringkat ke-tiga perkara dispensasi nikah tertinggi 

se Nusa Tenggara Barat, dengan peringkat pertama yaitu Pengadilan Agama 

Praya11, dan kedua Pengadilan Agama Bima12. Selain itu Sumbawa Besar 

9 di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta 

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/405/285. Akses 

10 mei 2022. 

10 Wawancara dengan Muhammad Nasir, Hakiim PA Sumbawa Besar, Sumbawa, tanggal 

20 Januari 2022. 

11 LAPTAH (pa-praya.go.id), diakses pada 

26 juli 2022. 

12 LAPTAH (pa-bima.go.id) diakses pada 

26 juli 2022. 



sebagai ibu kota kabupaten sumbawa merupakan kabupaten dengan wilayah 

terbesar13 namun jumlah penduduk yang relatif sedikit, sehingga sangat 

menarik untuk meneliti kasus dispensasi nikah di wilayah dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang rendah. Karena seringkali banyaknya kasus 

perkawinan dini di suatu wilayah identik dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi. 

Berdasarkan realita hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, 

maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap meningkatnya 

permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun dan pandangan hakim 

Pengadilan Agama mengenai implementasi Undang-undang perkawinan 

pasca revisi terhadap permohonan dispensasi nikah di PA Sumbawa Besar. 

Oleh karena itu, skripsi ini berjudul Implementasi Undang-undang No 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Perkara Permohonan Dispensasi 

Nikah di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dari tahun 2018-2021. 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumbawa 

Besar mengenai implementasi Undang-Undang No 16 tahun 

13 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (bps.go.id), diakses pada 26 juli 2022.  



2019 tentang Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi 

nikah? 

2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengenai 

implementasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi nikah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan 

agama Sumbawa Besar mengenai implementasi Undang-

Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam 

perkara permohonan dispensasi nikah. 

b. Untuk mendeskripsikan analisis yuridis dan normatif 

terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Sumbawa 

Besar mengenai implementasi Undang-Undang No 16 tahun 

2019 tentang Perkawinan dalam perkara permohonan 

dispensasi nikah. 

2. Kegunaan penelitian  

Adapun kegunaan dari penilitian ini, diharapkan dapat 

berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah 

keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 



selanjutnya guna memberikan ilmu pengetahuan hukum 

kepada masyarakat. 

b. Kegunaan secara praktis, yaitu diharapkan menjadi acuan 

atau pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan 

atau masyarakat dan memberikan gambaran tentang 

Implementasi Undang-undang perkawinan terhadap kasus 

permohonan dispensasi nikah.  

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai dispensasi nikah telah banyak dibahas dan 

dikaji dalam bentuk tulisan baik dalam artikel, buku, jurnal dan lain-lain, itu 

semua bisa dijadikan sebagai rujukan informasi. Berikut ada beberapa 

pembahasan yang terkait dengan topik yang diteliti oleh penulis. 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dina Aulia yang berjudul 

“Implikasi batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No 16 tahun 

2019 terhadap tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa”. 

Tulisan ini merupakan penelitian dengan metode sosiologis empiris dengan 

pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini menjelaskan bahwa meningkatnya 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa pasca 

perubahan Batas usia kawin Undang-undang No 16 tahun 2019 yang 

menjadikan penting untuk mengadakan standarisasi batasan usia 

perkawinan, demi menekan angka perkawinan di bawah umur. Bahwasanya 

hakim dalam hal ini melihat kondisi fisik dan keadaan anak pemohon dalam 



mengajukan dispensasi nikah apakah pantas untuk diberikan izin melakukan 

perkawinan ataupun sebaliknya14 

Kedua, Tulisan ini merupakan Tesis yang ditulis oleh Dieta Mellaty 

Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-

Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam 

tulisan ini menjelaskan tentang realisasi penerapan Undang-undang No 16 

tahun 2019 tentang dispensasi nikah untuk pasangan yang belum mencapai 

usia 19 tahun di KUA dan PA Malang dan Dispensai nikah setelah Undang-

undang No 16 tahun 2019 ditinjau dengan Ma

dalam Pengadilan Agama Malang. Maslahah yang dapat dilihat jika 

dispensasi dikabulkan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu secara 

Dharuriyah untuk menghindari zina dan menjaga keturunan disebabkan 

hamil diluar nikah, Hajiyat pertimbangan tanggung jawab, dan Tahsiniyat 

kontribusi orang tua untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga 

mereka, sampai batas minimal usia kawin15. 

14 Dianah Rofifah, "Implikasi Batasan Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 

terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa," . Skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta , Vol. 16, (2020), hlm. 12–26. 

15 

Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif 

Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama d Tesis UIN 

Maulana Malik Ibrahim, (2020).  



Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Adhim, Ach. 

Faisol dan Moh. Muslim, yang berjudul “Pendapat Hakim Mengenai 

Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi 

Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1 A”. Penelitian ini 

merupakan penilitian kualitatif dengan pendekatan empiris, menjelaskan 

tentang Implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana kasus permohonan 

pasca pembaharuan Undang-undang Perkawinan semakin meningkat di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mengenai efektivitas Undang-

undang perkawinan terbaru ditinjau dari faktor-faktor efektivitas penerapan 

hukum yang belum terpenuhi secara keseluruhan, yaitu dari segi hukum itu 

sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat, dan faktor kebiasaan atau kebudayaan masyarakat16.  

Keempat, Tulisan ini merupakan Skripsi yang ditulis oleh 

Rahmawati yang berjudul “Implikasi Penetapan Undang-Undang No 16 

Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus 

Pengadilan Agama Takalar)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan 

Undang-undang No 16 tahun 2019 dan PERMA No 5 tahun 2019 tentang 

16 Muhammad Fauzul Adhim dkk, "Pendapat Hakim Mengenai Efektivitas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang Kelas 1A,", Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3:2 (2021), hlm.160. 



pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah terutama di Pengadilan 

Agama Takalar. Faktanya setelah berlakunya undang-undang perkawinan 

terbaru permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar 

meningkat dan didukung juga karena faktor kesadaran masyarakat, faktor 

Pendidikan dan faktor ekonomi. Hakim juga dalam hal ini 

mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak17 

Kelima, Ini merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Zaenudin 

-undang No. 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan 

merupakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan 

pendekatan yuridis normatif. Zenuddin menjelaskan tentang seberapa 

efektif Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahn perkawinan, seperti nikah usia muda, 

poligami sampai KDRT, oleh karena itu, penulis memberi saran dengan 

perlunya pembaharuan peraturan perkawinan secara komprehensif18. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, dapat dilihat 

kesamaan topik yang dibahas yaitu tentang penerapan Undang-undang No 

16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan kaitannya dengan dispensasi nikah. 

Terlihat jelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

17 Rahmawati, "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap 

Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)," Skripsi UIN Alauddin 

Makassar, Vol 4, No. 1 (2021), hlm. 6. 

18 -Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam 

Tahkim, Vol 4:1 (2021). 



disusun penulis. Penelitian Pertama menjelaskan mengenai konsekuensi 

undang-undang perkawinan terhadap tingginya permohonan dispensasi 

nikah dan kaitannya dengan faktor utama yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan dispensasi, kedua mengenai dispensasi nikah 

setelah pembaharuan Undang-undang perkawinan dalam perspektif 

maqâṣ  Imam Syatibi, ketiga menjelaskan tentang pendapat 

hakim PA Malang terhadap efektivitas Undang-undang perkawinan terbaru, 

keempat yakni tentang penerapan Undang-undang No 16 tahun 2019 

tentang Perkawinan dan kaitannya dengan pemintaan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama takalar, dan kelima, mengenai seberapa efektif Undang-

ndang Perkawinan terbaru dalam meminimalisir problematika perkawinan 

yang terjadi di masyarakat. Semua penelitian tersebut memiliki perbedaan 

walaupun ada beberapa yang hampir sama, yakni dari segi pandangan hakim 

dan analisis. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi19. 

Penelitian ini menggunakan dua teori yang akan digunakan sebagai acuan 

19 http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1062/5/1384000040_file5.pdf diakses 

pada 23 juni 2022. 



dalam menganalisis yaitu -żarîʻah dan efektivitas hukum dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Teori -żarîʻah 

-żarîʻah berasal dari dua kata yaitu sadd dan aż-

żarîʻah. Sadd yang berarti menutup atau menyumbat, dan aż-żarîʻah 

yang berarti jalan atau penghubung yang menghubungkan kepada 

sesuatu baik sifatnya positif atau negatif. Adapun secara terminologi 

-żarîʻah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang 

bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan, dengan kata 

lain segala sesuatu yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan, dan 

perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah 

diubah atau dilarang20. Sedangkan -żarîʻah menurut Al 

Syatibi adalah21: 

 

Salah satu kaidah dasar yang digunakan dalam teori ini 

adalah:   

 

20 H. Romli SA, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam), 

(Depok: KENCANA, 2017), hlm. 221-222.  

21 terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan 

Diktum Jurnal Syariah dan hukum, Vol 18:2 (2020). hlm. 219. 



Kaidah ini merupakan kaidah dasar yang mencakup 

masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga 

bersandar pada kaidah ini. -żarîʻah pun bisa disandarkan 

kepadanya, karena dalam -żarîʻah terdapat unsur mafsadah-

mafsadah yang harus dihindari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa -żarîʻah adalah pertama, - (menutup 

segala aspek) jika hal itu merupakan sarana menuju suatu mafsadat 

atau hal-hal yang dilarang, Kedua, fath aż-żarîʻah (membuka segala 

aspek) jika hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan 

maslahah.  

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang 

mengharamkan kepada tujuan, dalam aż-żarîʻah ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan. Apabila tujuannya dilarang, maka jalannya juga 

dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga wajib 

b. Niat (Motif). Apabila niatnya untuk mencapai yang halal, maka 

hukum sarananya halal, jika niat yang ingin dicapai haram maka 

sarananya juga haram 

c. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat dari suatu perbuatan 

maka wasilah juga hukumnya boleh dikerjakan, dan apabila 



akibat perbuatan adalah kerusakan walaupun tujuannya demi 

kebaikan, maka hukumnya tidak boleh22. 

Kaidah Dar al-mafâsid muqaddam -maṣâlih 

berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat unsur 

maṣlahah dan mafsadah. apabila maṣlahah dan mafsadah 

berkumpul maka yang lebih diutamakan ialah menolak mafsadah. 

Karena hal-hal yang dilarang atau membahayakan lebih utama 

disangkal, dari pada meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-

perintah agama, sedangkan di sisi lain membiarkan terjadinya 

kerusakan23. Begitu juga dengan permohonan dispensasi nikah, 

hakim mempertimbangkan maṣlahah dan mafsadah dari 

penetapannya dalam menolak maupun mengabulkan permohonan 

dispensasi yang diajukan. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung 

pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 

22 d TAFAQQUH, Vol. 1:2 (2016), hlm. 

29. 

23 Islam terhadap Penerapan Kaidah 

-Maṣalih dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama 

Skripsi, UIN Sunan Ampel 

Surabaya, (2019), hlm. 26-27. 



hasil yang diharapkan denga hasil sesungguhnya24. Efektivitas 

merupakan pengaruh sebuah keberhasilan, menurut Komaruddin25 

efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Mengacu pada teori efektivitas hukum, bahwa efektivitas 

pelaksanaan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan 

oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para 

penegak hukumnya sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem 

hukum, sehingga berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum 

tersebut telah mencapai tujuannya26. Pernyataan tersebut pada 

dasarnya memperlihatkan bahwa berlakunya hukum ialah 

mewujudkan hukum itu sebagai tingkah laku, dan dalam efektivitas 

hukum pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum 

substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal).. 

24 Al-Razi, Vol 18:2 (2018). hlm. 2. 

25 Baumi terhadap koruptor 

d LEX Renaissance, Vol. 3:2 (2018), hlm. 250. 

26 Sanksi Administratif Bentuk Upaya (Aksa 

Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori 

Efektivitas Hukum Binamulia Hukum Vol.9:2 (2020), hlm 132. 



Adapun menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima syarat 

untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yaitu 

sebagai berikut:27 

1. Faktor hukum itu sendiri,  

Faktor hukum atau disebut dengan kaidah hukum 

harus sesuai secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, 

sehingga hukum yang dibuat merupakan hukum yang sesuai 

dengan ketentuan di atasnya dan terbentuk sesuai dengan 

dasar yang ditetapkan. agar hukum itu berfungsi harus 

memenuhi unsur-unsur yuridis (penentuannya berdasarkan 

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya), sosiologis (kaidah 

itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat), dan 

filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum)28. Hal ini penting 

untuk dipenuhi sebab jika hanya berlaku secara yuridis saja, 

maka kaidah hukum tersebut mati. Ketika hanya berlaku 

sesuai sosiologis saja maka hanya terdapat paksaan saja, 

kemudian jika hanya berlaku secara filosofis maka hanya 

sebuah cita-cita belaka29. 

27 Ibid, hlm 132. 

28 -Undang No. 2 tahun 1960 

Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringan, Kecamatan Bayan, 

Diponegoro law journal, Vol. 6:2 (2017). hlm 4 

29 Neng Eri Sofi

Proceding of Internasional Conference on Islamic law, Vol 1:1 (2022), hlm. 92.  



2. Faktor penegak hukum.  

Penegak hukum yang dimaksud yakni pihak-pihak 

yang membentuk dan menerapkan hukum atau Lembaga 

hukum. Menurut Satcipto Rahardjo penegak hukum terdiri 

dari pembuat undang-undang, Pengadilan, Advokat dan 

polisi30. Penegak hukum sebagai salah satu factor efektivitas 

hukum karena sikap professional para penegak hukum 

mempengaruhi berlakunya hukum di masyarakat.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum 

Sarana atau fasilitas meliputi perangkat keras, lunak 

dan otak yang mendukung kelancaran dan kelangsungan 

penegakkan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut diterapkan 

Factor masyarakat yakni berkaitan dengan kesadaran 

masyarakat atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

peraturan yang berlaku. Kesadaran dipengaruhi oleh 

pengetahuan terhadap hukum dan kesadaran bahwa hukum 

itu hars ditaati31.  

5. Faktor Budaya 

30 Ibid, hlm. 93 

31 Ibid, hlm 94. 



Budaya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup. Menurut Friedman budaya hukum merupakan tolak 

ukur sejauh mana hukum mendapatkan tempat di 

masyarakat melalui nilai dan sikap yang mempengaruhi 

peristiwa hukum. Disebut juga dengan adanya rasa malu 

atau rasa bersalah yang timbul di masyarakat. Semua aspek 

budaya hukum bermuara pada kekuatan yang berasal dari 

tradisi dan niali-nilai yang dianut masyarakat yang 

menentukan sikap dan perilaku masyarakat dalam hukum32. 

Referensi lain juga menjelaskan terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam suatu 

masyarakat, yaitu33: 

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri 

2. Penegak hukum 

3. Sarana atau fasilitas 

4. Warga masyarakat 

Anthony Allot yang terkenal dengan teorinya Effectiveness 

of law sebagai salah satu ahli hukum di Universitas London, 

32 Jogi Nainggolan, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 119. 

33 Djaenab Berfungsinya Hukum dalam M Ash-Shahabah, Vol 

4:2 (2018), hlm. 151. 



merumuskan yakni terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum 

tidak efektik, yaitu sebagai berikut34:  

1. Penyampaian maksud dan tujuan dari Undang-undang 

tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang 

tersampaikan kepada masyarakat.  

2. Terdapat penentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh 

pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari 

masyarakat.35. 

3. Kurangnya instrument pendukung undang-undang, seperti 

peraturan pelaksana, institusi-indtitusi atau proses yang 

berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-

undang tersebut.  

Ketika membahas tentang sejauh mana efektivitas hukum 

maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum 

tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati 

oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran, maka akan 

dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 

Implementasi Undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 dalam 

34 Effectiveness of law Antho

Rechtsvinding Online, (2020), dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=aertikel&berita+293  

diakses pada 28 juni 2022. 

35 Efektivitas Penenrapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian 

Sengketa Skonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah N Tawazun, Vol 

3:1 (2020). hlm. 19 



kaitannya dengan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Sumbawa Besar belum berjalan secara efektif karena adanya 

kesenjangan antara hukum dalam teori (law in theory) dan hukum 

dalam tindakan (law in action)36dengan kata lain harapan yang 

menjadi tujuan diundangkannya undang-undang perkawinan terbaru 

belum terealisasikan, karena angka permohonan dispensasi naik dari 

tahun ketahun. 

F. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan 

penelitian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi dalam 

penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam memperolah data, penyusun 

harus datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan, dokumentasi, 

dan memperoleh informasi maupun data melalui wawancara dengan 

pihak tertentu37. Wawancara dalam penelitian dilakukan di kantor 

Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada jam kerja kantor. 

2. Sifat Penelitian 

36 Ibid, hlm 150. 

37 Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi 

Lapangan,", Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020), hlm. 1–6. 



Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah 

adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada38. 

Penelitian preskriptif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan-permaslahan tertentu39. Berhubungan dengan 

hal tersebut, dalam penelitian ini berusaha menggambarkan dan 

menejalaskan masalah sesuai dengan fakta di Pengadilan Agama dan 

pendapat para hakim mengenai implementasi Undang-undang No 16 

tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara dispensasi nikah.  

3. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

yuridis empiris dan normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan 

penelitian lapangan yang berbasis pada ilmu hukum normatif yang 

mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam 

pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang 

terjadi40. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi 

ketentuan hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu 

38 H. Salim hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9. 

39 H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 

(Bandung: ALFABETA, 2017), hlm 21. 

40 dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk 

Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C d Jurnal Pembangunan 

Hukum Indonesia, Vol 3:1 (2021) hlm. 127. 



yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Penelitian ini dengan khusus membahas mengenai implementasi 

Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan kemudian 

dikaitkan dengan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Sumbawa Besar. Untuk memperoleh data dalam pendekatan ini 

ialah meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta 

dan asas-asas yang berlaku di masyarakat melalui kegiatan wawancara 

kepada narasumber41.  

Menurut Khoiruddin Nasution pendekatan normatif adalah studi 

islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau 

normatifnya. legal formal yang dimaksud adalah hal-hal yang terkait 

dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan 

tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimasud dengan 

normatiF adalah semua ajaran yang terkandung dalam nashṣṣ42. 

Penelitian ini melakukan analisis berdasarkan nash dan kaidah ushul 

fiqh tentang batas usia kawin dan kaitannya dengan penerapan 

dispensasi di Pengadilan Agama. 

4. Sumber Data 

41 

dari Perkawinan Siri di Kabupaten Bulukumba Alauddin Law Development Journal (ALDEW), 

Vol 4:1 (2022), hlm. 3. 

42 Khoiruddin Nasution, Pengantar studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 

2009), hlm. 53. 



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 

a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari sumber aslinya, yaitu melalui wawancara kemudian 

dicatat melalui catatan tertulis.  

b. Data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan 

pustaka/literatur yaitu Al-Qur’an, Hadist, Buku-buku yang terkait 

dengan pembahasan penelitian, Undang-undang, Kompilasi Hukum 

Islam, Skripsi, Jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain. 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.43 Dalam hal ini 

peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, 

ada enam hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan tiga 

diantaranya diwawancarai yaitu wakil ketua dan dua hakim.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu 

43 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm 

114. 



dokumen tertulis, gambar maupun elektronik44. Dokumentasi 

bersifat sebagai komplemen dalam penelitian dan berguna untuk 

menampilkan kembali data-data yang mungkin belum diperoleh dan 

untuk mengecek kebenaran kembali terhadap data yang sudah 

didapatkan yaitu meliputi profil Kantor PA Sumbawa Besar, perkara 

dispensasi nikah melalui perangkat elektronik. 

6. Analisis data 

Menurut Noeng Muhadjir45 Analisis data merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan bagi orang 

lain. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pola 

deduktif, yaitu pola berfikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang 

bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus46. 

Sebagaimana dengan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan 

mengenai implementasi undang-undang no 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di PA Sumbawa 

Besar kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan. 

44 http://repository.upi.edu/10083/4/t_pk_0704817_chapter3.pdf , Akses 28 Oktober 2021. 

45 Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, 

Vol 17:33 (2018), hlm. 84 

46 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula, 

(Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2021), hlm. 40. 



G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan penelitian ini disesuaikan dengan 

tata cara urutan permasalahan yang ada, hal tersebut agar mempermudah 

penulisan dan pemahaman, Oleh karena itu, skripsi ini ditulis dalam 

beberapa bab dan setiap bab memiliki sub bab sehingga pembaca dapat 

dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai 

berikut:  

Bab Pertama, yaitu berisit erkait bagian pendahuluan yang 

menggambarkan penelitian secara keseluruhan dan ringkas. Tahapan ini 

merupakan acuan utama dalam penelitian ini dan meliputi tujuh bagian yaitu 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, yaitu berisi tentang penjelasan mengenai hal-hal pokok 

penelitian ini yaitu perkawinan usia dini dan dispensasi nikah yang meliputi 

tinjauan umum perkawinan dan urgensitas terhadap pembatasan usia kawin 

menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif meliputi tinjauan umum 

perkawinan, batas usia perkawinan menurut hukum islam, dan batas usia 

perkawinan menurut hukum positif dan kaitannya dengan dispensasi nikah.  

Bab Ketiga, yaitu berisi terkait lapangan yang menjadi fokus dalam 

penelitian yaitu profil Pengadilan Agama Sumbawa Besar meliputi letak 

geografis, wilayah yuridids, struktur organisasi, deskripsi perkara 

permohonan dispensasi nikah, implementasi Undang-undang No 16 tahun 



2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan 

pandangan hakim mengenai Implementasi Undang-Undang No 16 tahun 

2019 tentang Perkawinan dalam perkara dispensasi nikah. 

Bab Keempat, berisi terkait hasil penelitin yang berupa analisis, ada 

dua analisis yang digunakan dalam peneitian ini yaitu analisis secara yuridis 

dan analisis secara normatif terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama 

Sumbawa Besar mengenai Implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 

tentang Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi nikah. 

Bab Kelima, yaitu berisis penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 

hasil penelitian yang menjawab pertanyaan sebagaimana dalam rumusan 

masalah dan saran dari hasil analisis yang dilakukan. Pada bagian akhir bab 

ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Menurut pandangan hakim mengenai implementasi Undang-undang 

No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jika dilihat dari aspek perkara 

dispensasi nikah maka bisa dikatakan belum efektif, namun 

efektivitas sebuah Undang-undang tidak bisa diukur dari satu aspek 

saja. Perlu adanya pengkajian dan melibatkan aspek-aspek yang 

lebih kompleks. Salah satu hakim berbeda pendapat dengan 

menyatakan Undang-undang ini masih terbilang baru, baru saja tiga 

tahun berjalan sehingga masih dalam proses penyesuaian di 

masyarakat dan dapat menekan angka pernikahan di usia dini. 

2. Berdasarkan analisis normatif, pandangan-pandangan hakim 

Pengadilan Agama Sumbawa Besar terhadap implementasi Undang-

undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara 

dispensasi nikah adalah sesuai. Berdasarkan analisis yuridis empiris, 

pandangan-pandangan hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar 

terhadap implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan dalam perkara dispensasi nikah adalah sesuai. 

B. Saran  



Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penyusun lakukan 

-undang No 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi nikah (studi pandangan 

hakim pengadilan agama Sumbawa Besar

menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat yaiitu: 

1. Untuk orang tua sebaiknya orang tua ikut andil dalam membantu 

menekan pernikahan usia dini dengan melakukan pengawasan yang 

lebih kepada anak-anaknya sejak dini agar tidak terjerumus dalam 

pergaulan bebas. 

2. Untuk para pemuda, sebaiknya menjaga diri dari pergaulan bebas 

dengan cara mencari kesibukan-kesibukan yang lebih bermanfaat untuk 

masa depan. 

3. Untuk para tokoh agama maupun masyarakat, sebaiknya ikut andil 

dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak 

dari pernikahan dini kepada para remaja. 
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